
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah lstimewa 
Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nornor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota 
Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

a. bahwa sehubungan dengan penyesuaian kebijakan pemerintah, 
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan 
umurn APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar 
unit organisasi, antara kegiatan dan antar jeriis belanja, 
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun 
anggaran 2018, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2018; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ko ta 
Pekalongan Tahun Anggaran 2018; 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN 
NO IOR 11 TAHUN 2018 

TENT ANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KOTA PEKALONGAf~ TAHU ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

WALlKOTA PEKALONGAN 
PROVlNSI JA\VA TENGAH 



13.777.600.000 Rp 

10.400.000.000 
3.377 .600.000 

78.568.369.000 Rp 

43.000.000.000 
35.568.369.000 

980.002.459.000 
64.790. 769.000 

959. 757 .125.000 
20.245.334.000 

Rp 
Rp 

915.211.690.000 

927.157.125.000 
11.945.435.000 

Rp 

a. Pendapatan 
1. Semula Rp 
2. Berkurang Rp 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan 
b. Belanja 

1. Semula Rp 
2. Bertambah Rp 

Jumlah Belanja setelah Perubahan 
(Defisit) setelah Perubahan 

c. Pembiayaan 
1. Penerimaan 

a) Semula Rp 
b) Bertam bah Rp 

Jumlah Pcnerirnaan Pernbiayaan 
setelah Pcrubahan 

2. Pengeluaran 
a) St:1 n ula Rp 
b) Bertambah Rp 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 
setelah Pcrubahan 

Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah Tahun Anggaran 2018, semula berjumlah 
Rp 959.757.125.000 bertambah sejumlah Rp 20.245.334.000 sehingga menjadi 
Rp 980.002.459.000 dengan rincian sebagai berikut: 

Pasal 1 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN 
TAHUN ANGGARAN 2018. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

WALIKOTA PEKALONGAN 

dan 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN 

5. Perru urrm Pcmcrintnh Nornor 21 Tn h u n 1988 teru.n ng 
Pcru bn he n Balas Wilayah Korarnndya Dneruh Tingkru 11 
Pckn lorignn, Ko buput ... n Daerah Ti ngknt II Pckn longn n, cl ... m 
Knbupo tcn Dncrnh Tingknt II Batn ng (Lcmbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tarnbahun 
L irnbnra n Negara Rcpublik Indonesia Nornor 3381); 

6. Pcruturnn Pcrnc rintnh Nomor 58 Tahun 2005 tcn ta ng 
Pcngclolaan Kcuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
lndoncsia Tah un 2005 Nomor 140, Tambahan Lcrnbarari 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4578); 

7. Pcraturan Dacrah Kola Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 
tcntang Anggaran Peridnpata n dan Belanja Daerah Kota 
Pekalongan Tahun Anggaran 2018 (Lernbaran Daerah Kota 
Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18); 
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112.538.093.000 Rp 

115.135.973.000 
2.597.880.000 

Rp 
Rp 2. Berkurang 

Jumlah Dana Alokasi Khusus 
setelah Perubahan 

27.466.619.000 
449.055.738.000 

Rp 
Rp 

Dana Perirnbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari 
jenis pendapatan: 
a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 

1. Semula Rp 27.292.272.000 
2. Bertarnbah Rp 174.347.000 
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 
Bukan Pajak setelah Perubahan 

b. Dana Alokasi Umum (tetap) 
c. Dana Alokasi Khusus 

1. Semula 

(3) 

112.513.540.000 Rp 

6.150.700.000 Rp 

5.211.000.000 
939. 700.000 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang dipisahkan 
1. Semula Rp 
2. Bertambah Rp 
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
Setelah Perubahan 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
1. Semula Rp 108.905.340.000 
2. Bertambah Rp 3.608.200.000 
Jurnlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
yang Sah setelah Perubahan 

Pasal2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah 

1. Semula Rp 190.122.968.000 
2. Bertambah Rp 9.690.902.000 
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 199.813.870.000 

b. Dana Perimbangan 
1. Semula Rp 591.483.983.000 
2. Berkurang Rp 2.423.533.000 
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 589.060.450.000 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
1. Semula Rp 145.550.174.000 
2. Berkurang Rp 19.212.804.000 
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang 
Sah setelah Perubahan Rp 126.337.370.000 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, terdiri 
dari jenis pendapatan: 
a. Pendapatan Pajak Daerah 

1. Semula Rp 58.500.000.000 
2. Bertambah Rp 6.300.000.000 
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 64.800.000.000 

b. Hasil Retribusi Daerah 
1. Semula Rp 17.506.628.000 
2. Berkurang Rp 1.156.998.000 
Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 16.349.630.000 

64.790.769.000 
0 

Rp 
Rp 

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan 
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 
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800.000.000 Rp 

12.454.000.000 

24.484.570.000 

22.780.170.000 
1.704.400.000 

Rp 

331.186.337 .000 Rp 

340.750.526.000 
9.564.189.000 

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri 
dari Jenis Belanja: 
a. Belanja Pegawai 

1. Semula Rp 
2. Berkurang Rp 
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan 

b. Belanja Hibah 
1. Semula Rp 
2. Bertambah Rp 
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan 

c. Belanja Bantuan Sosial 
1. Semula Rp 8.394.000.000 
2. Bertambah Rp 4.060.000.000 
JumJah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ 
Kabupaten/ Kota dan Pemerintah De sa 

Rp 700.000.000 1. Semula . 
2. Bertambah Rp 100.000.000 
Jumlah Belanja Bariruan Keuangan kepada Provinsi/ 
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Oesa 

(2) 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
a. Belanja Tidak Langsung 

1. Semula Rp 374.624.696.000 
2. Berkurang Rp 1.299.789.000 
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 373.324.907.000 

b. Belanja Langsung 
1. Semula Rp 585.132.429.000 
2. Bertambah Rp 21.545.123.000 
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 606.677.552.000 

Pasal3 

7.826.600.000 Rp 

61.322.530.000 
33.250.000.000 

Rp 
Rp 

58.54 7 .534.000 
2.774.996.000 

23.938.240.000 Rp 

25.378.640.000 
1.440.400.000 

Rp 
Rp 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Pendapatan Hibah 

1. Semula 
2. Berkurang 
Jumlah Pendapatan Hibah 
setelah Perubahan 

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 
Daerah Lainnya 
1. Semula Rp 
2. Bertambah Rp 
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari 
Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Lainnya setelah Perubahan 

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Kh u s us (tetap) 
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 

Daerah Lai nnya 
1. Semula Rp 28.374.000.000 
2. Berkurang Rp 20.547.400.000 
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 
Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan 

(4) 
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9.400.000.000 

4. 350. 000. 000 

Rp 

Rp 

2.000.000.000 
2.350.000.000 

Rp 
Rp 2. Ber tam bah 

Jumlah Pembentukan Dana 
Cadangan setelah Perubahan 

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 
1. Semula Rp 8.400.000.000 
2. Bertambah Rp 1.000.000.000 
Jumlah Penyertaan Modal (Invescasi) 
Pemerintah Daerah setelah Perubahan 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, terdiri dari jenis 
pembiayaan: 
a. Pembentukan Dana Cadangan 

1. Semula 

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri 
dari jenis pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, 
1. Semula Rp 43.000.000.000 
2. Bertambah Rp 35.568.369.000 
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
Tahun Sebelumnya setelah Perubahan Rp 78.568.369.000 

13.777.600.000 

78.568.369 .000 

Rp 

10.400.000.000 
3.377.600.000 

Rp 

Rp 
Rp 

b. Pengeluaran Pembiayaan 
1. Semula 
2. Bertambah 
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 
setelah Perubahan 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari: 
a. Penerimaan Pembiayaan 

1. Semula Rp 43.000.000.000 
2. Bertambah Rp 35.568.369.000 
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 
setelah Perubahan 

160.512.622.000 

392.160.021.000 

54.004.909.000 

terdiri dari 

4.400.000.000 

Rp 

177.208.712.000 
16.696.090.000 

pada ayat (1) huruf b, 

Pasal4 

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud 
Jenis Belanja: 
a. Belanja Pegawai 

1. Semula 
2. Bertam bah 

(3) 

Rp 24.517.129.000 
Rp 29.487.780.000 

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 
b. Belanja Barang Jasa 

1. Semula Rp 383.406.588.000 
2. Bertambah Rp 8.753.433.000 
Jumlah Belanja Barang Jasa setelah Perubahan Rp 

c. Belanja Modal 
1. Semula Rp 
2. Berkurang Rp 
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan 

e. Belanja Tidak Terduga 
l. Semu1a Rp 2.000.000.000 
2. Bertambah Rp 2.400.000.000 
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 
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LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 11 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVTNSI JAWA TENGAH: 
(11/2018) 

Diundangkan di Pekalongan 
pad a tanggal 12 Sep tern ber 2018 

ttd 

M. SAELANY MACHFUDZ 

cap 
WALIKOTA PEKALONGAN, 

Ditetapkan di Pekalongan 
pada tanggal 12 September 2018 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan. 

Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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